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PENDAHULUAN

Abstrak Peraturan Perundang-undangan
adalah uraian ringkas mengenai alasan atau
dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu
peraturan, dasar hukum dikeluarkannya
peraturan dan ringkasan materi/pokok
permasalahan yang diatur dalam peraturan.•

•

•

Abstrak dibuat dengan mengambil intisari atau
ringkasan dari suatu peraturan perundang-
undangan berdasarkan ruang lingkup atau
sistematika, serta bukan mengomentari secara
subjektif atau memberi penilaian.



•
•

•

JenisPeraturan
Tingkat Daerah yang 

dapat dibuat
Abstrak



Kepala Abstrak
Menuliskan subjek, tahun peraturan, jenis peraturan, nomor peraturan dan
sumber (LN/TLN, BN/TBN, LD/TLD, BD/TBD), serta judul peraturan pada
bagian kepala abstrak.

Contoh:



Dasar Pertimbangan
meringkas yang tercantum dalam
bagian menimbang.

Dasar hukum, disalin seluruhnya dari bagian “Mengingat” dan ditulis sesuai hierarki dan tahun
pengesahan/penetapan. Dituliskan dengan singkatan jenis, nomor dan tahun peraturannya.
Setiap dasar hukum di peraturan dipisahkan dengan menggunakan tanda titik koma (;).

Dasar Hukum

Contoh:

Contoh:



Materi Pokok
Materi pokok, diambil dari meringkas isi/materi
muatan yang terkandung dalam batang
tubuh/pasal dari peraturan yang dibuat abstrak.

Adapun cara meringkas sebagai berikut :
1. mengidentifikasi hal-hal yang diatur dalam

peraturan dengan cara membaca pasal-
pasal dari peraturan tersebut.

2. apabila dengan membaca pasal-pasal
peraturan belum dapat dipahami maka harus
membaca penjelasan umum.

3. merumuskan hasil identifikasi materi pokok
kedalam rangkaian kalimat dalam satu
paragraf.

Contoh:



Catatan 

Catatan, di samping uraian singkat dari dasar pertimbangan, dasar hukum dan materi muatan
peraturan perundang-undangan, pada bagian akhir abstrak dibuat pula catatan. Catatan ini memuat
beberapa hal yang berkaitan dengan kedudukan peraturan tersebut, antara lain:
1) tanggal berlakunya peraturan;
2) peraturan yang diatur lebih lanjut;
3) peraturan yang dicabut;
4) peraturan yang diubah; dan
5) jumlah halaman penjelasan/lampiran.

Contoh:



Catatan




